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KATA PENGANTAR 
 
 

 
Assalamualaikum, Wr. Wb. 

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena 
berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini 
dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen 
dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang 
kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., 
M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah 
dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di 
Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan 
untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi 
Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan 
kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas 
kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama 
hidupnya. 

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga 
dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang 
membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu. 
Wassalamualaikum, Wr. Wb. 
 

Bandar lampung, 9 Januari 2019 
Ketua Bagian HTN FH Unila 
 
 
 
Dr. Budiyono, S.H., M.H. 
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EKSISTENSI PTUN UNTUK MELINDUNGI 
MASYARAKAT/BADAN HUKUM AKIBAT 

DIKELUARKANNYA KTUN YANG MERUGIKAN 
 

Nurmayani1 
 
 

A. Pendahuluan 
1. Latar Belakang 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 telah meletakkan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia. 
Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam alenia keempat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengenai tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik 
Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Dalam kehidupan bernegara yang demikian, maka 
persamaan kedudukan diantara warga negara dalam hukum mutlak 
harus dijamin. Dengan demikian tiap warga negara mempunyai 
persamaan kedudukan, persamaan hak dan persamaan kewajiban dalam 
hukum. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk 
menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang 
mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam 
hubungan antara masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha 
negara. 

Badan atau pejabat hukum tata usaha negara untuk melaksanakan 
urusannya dalam melindungi masyarakat dapat dilakukan salah satunya 
melalui instrument yuridis pemerintah. instrumen pemerintahan ini 
digunakan sebagai sarana-sarana untuk menjalankan tugas-tugas 
pemerintahan. Macam-macam instrument yuridis dalam menjalankan 
kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintah dan 
kemasyarakatan, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-
keputusan, dan peraturan kebijaksanaan, perizinan dan sebagainya.2 

                                                           
1 Nurmayani adalah dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (2002, UII PRESS: Jogjakarta), hlm. 95 
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Akan tetapi dalam perjalannya salah satu instrument yuridis 
diatas sering menimbulkan sengketa tata usaha negara. Pada dasarnya 
sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau 
badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah 
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum 
bagi seseorang atau badan hukum perdata.  

Salah satu contoh keputusan tata usaha negara yang merugikan 
adalah Keputusan Nomor : B/199/II.1/HK/TB/2015 tentang 
Pencabutan Keputusan Bupati Tulang Bawangtentang persetujuan 
perubahan jenis tanaman (IUP-B) PT. BNIL, diikuti dengan putusan yang 
dikeluarkan yaitu Keputusan Nomor : 521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 
perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis Tanaman (IUP-B). PT 
BNIL yang merasa dirugikan menggugat bupati Tulang Bawang atas 
pencabutan izin usaha. 

Keputusan Tata Usaha negara sebagaimana contoh diatas, yang 
menimbulkan kerugian baik kepada masyarakat, orang perorangan 
ataupun badan hukum, maka secara yuridis pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat menggugat badan atau pejabat tata usaha negara 
sebagai organ pemerintah yang bertanggungjawab karena 
mengeluarkan keputusan tersebut.3 

Pengajuan gugatan sengketa tata usaha ini, diajukan ke 
Pengadilan Tatat Usaja Negara. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) di berbagai negara modern terutama negara-negara 
penganut paham Welfare State (Negara Kesejahteraan) seperti 
Indonesia merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan 
masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya 
yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi 
negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. 

                                                           
3 Johanes Usfunan, Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat, (2002, Djambatan: 

Jakarta), hlm. 24 
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Dengan demikian PTUN diharapakan dapat menegakkan keadilan, 
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum serta perlindungan hukum 
kepada masyarakata, khususnya dalam hubungan antara Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Berdasarkan uraian 
permasalahan diatas, maka diperlukan suatu penelitian mengenai 
eksistensi PTUN untuk melindungi masyarakat/badan hukum akibat 
dikeluarkannya KTUN yang merugikan. 
 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat 
dikaji adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakan KTUN yang di anggap merugikan, sehingga dapat 
di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara? 

b. Bagaimanakan eksistensi PTUN untuk melindungi 
masyarakat/badan hukum akibat dikeluarkannya KTUN yang 
merugikan ? 

 
B. Pembahasan 
1. KTUN Yang Merugikan 

Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, 
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 
hukum perdata.4 Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, unsure-unsur suatu KTUN adalah sebagai 
berikut5: 

a. Bentuk keputusan itu harus tertulis 
b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN 
c. Berisi tindakan Hukum 
d. Berdasarkan peraturann perundang-undangan yang berlaku 
e. Bersifat konkret, individual dan final 

                                                           
4 Budi Mulyono (et.all), Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar 

Lampung No : 03/G/2013/PTUN-BL, 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 3 
5 Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara, (1993, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta), 

hlm. 162 
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4 Budi Mulyono (et.all), Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar 

Lampung No : 03/G/2013/PTUN-BL, 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 3 
5 Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara, (1993, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta), 

hlm. 162 

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata. 
Sesuai prinsip Negara hukum, keputusan pejabat negara yang 

merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap 
keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan 
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan 
keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk 
menjalankan urusan pemerintahan. 

Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang 
merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang 
diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu6: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan 
dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku. 
Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila 
keputusan yang bersangkutan: 
 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang bersifat 
procedural/formal 

 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang bersifat 
materiil/substansial 

 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
yang tidak berwenang. 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik., berdasarka 
Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan 
penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam 
mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dalam Pasal 10 UU 
Administrasi pemerintahan ini AUPB meliputi: 

 kepastian hukum; 

                                                           
6 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (2009, Sinar Grafika: Jakarta) 
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 kemanfaatan; 
 ketidakberpihakan; 
 kecermatan; 
  tidak menyalahgunakan kewenangan; 
 keterbukaan; 
 kepentingan umum; dan 
 pelayanan yang baik. 

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas KTUN dapat 
dikatakan merugikan pihak yang bersangkutan apabila dianggap 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik. Sehingga pihak yang merasa dirugikan 
dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 
2. Eksistensi PTUN Untuk Melindungi Masyarakat/badan hukum 

akibat dikeluarkannya KTUN yang merugikan  
Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka 

memberikan perlindungan kepada rakyat yang mencari keadilan. Pada 
dasarnya di dalam negara yang berlandaskan hukum keadilan mutlak 
ditegakkan. Kedudukan PTUN mempunyai landasan yang kuat dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, yang dirubah lebih lanjut beberapa pasalnya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986. 

PTUN adalah sebagai salah satu badan peradilan yang 
melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang 
merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan 
hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat 
administrasi negara yang melanggar hukum 

Menurut S.F Marbun secara filosofis tujuan pembentukan PTUN 
adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, 
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merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka 
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Menurut S.F Marbun secara filosofis tujuan pembentukan PTUN 
adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
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keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan 
dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.7 

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa PTUN tersebut 
dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum yaitu 
adanya benturan kepentingan yang mungkin saja terjadi antara Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum 
perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara 
yang dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata (pihak 
Penggugat). Oleh karena itu, masyarakat/badan hukum ini mendapat 
perlindungan hukum dari pengadilan administrasi negara (PTUN) 
apabila ada perbuatan hukum publik dari pejabat administrasi yang 
merugikan hak-haknya. Perlindungan hukum ini disebutkan dalam Pasal 
53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan 
bahwa: 
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan 
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar 
keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal 
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau 
direhabilitasi.” 

Oleh karena itu apabila masyarakat/badan hukum mengajukan 
gugatan ke PTUN guna menjamin perlindungan hukum kepada 
masyarakat/badan hukum maka dalam pelaksanaan putusan PTUN ini 
bersifat fixed execution, sebagaimana terdapat dalam Pasal 116 berikut: 

1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat 
tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua 
pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama 
selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. 

2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) 
huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu 
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 

                                                           
7 SF Marbun, Peradilan Administrasi Dan Upaya Administrasf di Indonesia, (1997, 

Liberty: Yogyakarta), hlm, 27  
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3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan 
huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja 
ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka 
penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan 
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan 
tersebut. 

4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, 
terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa 
berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi 
administratif. 

5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media 
massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus 
mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat 
tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada 
lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi 
pengawasan.  

7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi 
administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang 
paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Sifat fixed execution dalam pelaksanaan putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara terlihat tetap ditekankan dalam Pasal 116 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena eksistensi Pasal 116 ayat (4) 
didahului pengaturan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha 
Negara untuk menjatuhkan upaya paksa berupa uang paksa (dwangsom) 
dan/atau sanksi administratif. Selain itu, Pasal 116 ayat (6) juga 
mengatur bahwa ketua pengadilan selain harus mengajukan perihal 
ketidakpatuhan badan atau pejabat tata usaha negara kepada Presiden 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat 
tersebut melaksanakan putusan pengadilan, juga mewajibkan ketua 
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pengadilan untuk mengajukan hal itu kepada lembaga perwakilan rakyat 
untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini diharapkan dapat 
mendorong efektivitas perimbangan kekuasaan dalam sistem 
pemerintahan yang tujuannya untuk meningkatkan wibawa Pengadilan 
Tata Usaha Negara dalam sistem hukum agar terciptanya perlindungan 
terhadap masyarakat/badan hukum yang merasa dirugikan akibat 
dikeluarkan KTUN. 
 
C. Penutup 

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai eksistensi PTUN 
untuk melindungi Masyarakat/badan hukum akibat dikeluarkan KTUN 
yang merugikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. KTUN yang merugikan sehingga dapat diajukan gugatan ke 
PTUN adalah KTUN yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik (AUPB) 

b. eksistensi PTUN untuk melindungi Masyarakat/badan hukum 
akibat dikeluarkan KTUN yang merugikan yaitu 
masyarakat/badan hukum yang merasa dirugikan dapat 
mengajukan gugatn ke PTUN dan apabila terbukti KTUN 
tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat/badan 
hukum, PTUN dalam pelaksanaan putusannya akan mengajukan 
upaya paksa agar putusan tersebut dipatuhi.  
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan. 

  


